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Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik identitas dan pergeseran legitimasi sosio-
kultural dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) Tohe Leten tahun 2019. Secara khusus, studi ini 
menyoroti bagaimana pemilih desa mulai menggeser orientasi pilihan politik mereka dari dasar 
genealogis dan struktur adat (uma) menuju pertimbangan representasi fungsional, kedekatan sosial, 
serta program-program ekonomi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Metode Kajian yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan mengacu 
pada teori politik identitas dan hegemoni kultural (Gramsci), untuk menganalisis proses artikulasi 
identitas dan legitimasi kepemimpinan dalam konteks lokal. Hasil Kajian menunjukkan bahwa 
meskipun identitas genealogis tetap memiliki nilai simbolik dalam kampanye politik desa, legitimasi 
elektoral kini semakin ditentukan oleh kapasitas sosial kandidat untuk hadir dan memberi solusi 
konkret terhadap persoalan warga. Kemenangan Wilhelmus Bau, seorang kandidat dari suku minoritas 
Bunak dan bukan berasal dari uma dominan, mencerminkan pergeseran menuju legitimasi yang lebih 
inklusif dan berbasis kinerja. Transformasi ini juga dipengaruhi oleh akses teknologi komunikasi, 
mobilitas sosial perantau, serta meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya peran kepala desa 
dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, politik identitas lokal tidak lagi bersifat statis dan 
primordial, tetapi telah menjadi lebih strategis dan terbuka terhadap figur alternatif yang mampu 

membangun kepercayaan lintas komunitas. 

Kata kunci: politik identitas, legitimasi, genealogis, Pilkades Tohe Leten 2019, hegemoni kultural,  

 

 

Abstract 

This thesis explores the dynamics of identity politics and the shifting socio-cultural legitimacy in the 
2019 village head election (Pilkades) of Tohe Leten, located in Raihat Subdistrict, Belu Regency, East 
Nusa Tenggara, Indonesia. The study focuses on how traditional genealogical-based leadership 
selection patterns have gradually shifted towards more functional and inclusive political preferences, 
driven by social proximity, economic programs, and performance-based legitimacy. Using a qualitative 
descriptive method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and 
document analysis. The theoretical framework draws on identity politics and Gramscian cultural 
hegemony to analyze the articulation of power, identity, and legitimacy in the rural electoral context. 
The findings reveal that while genealogical identity (uma or clan affiliation) still holds symbolic weight 
in village campaigns, it is no longer the sole determinant of electoral success. The victory of Wilhelmus 
Bau, a candidate from the minority Bunak ethnic group with non-dominant genealogical ties, signifies 
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a major shift toward representational-functional legitimacy. This shift is further influenced by everyday 
socioeconomic challenges, mobile communication technology, and the evolving expectations of village 
constituents. Identity politics in Tohe Leten has thus transitioned from being rigidly primordial to 
becoming more strategic, adaptive, and performance-oriented, reflecting a deepening of democratic 
engagement at the village level. 

Keywords: identity politics, legitimacy, genealogy, village election, cultural hegemony, rural 

leadership 

 

PENDAHULUAN  

Pemilihan kepala desa (Pilkades) 
merupakan bagian dari proses 
demokratisasi di tingkat lokal yang 
memberi ruang bagi masyarakat desa untuk 
memilih pemimpin secara langsung. Sejak 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak 
hanya diberi kewenangan administratif 
yang lebih besar, tetapi juga ruang politik 
yang lebih luas untuk menentukan 
pemimpin secara langsung. Seiring dengan 
desentralisasi dan berlakunya UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa (serta revisinya 
menjadi UU No. 3 Tahun 2024), kepala desa 
tidak hanya berperan sebagai tokoh 
administratif, tetapi juga sebagai figur 
politik, ekonomi, dan simbol sosial dalam 
komunitas lokal. Di dalam konteks tersebut, 
pertarungan dalam Pilkades sering kali 
melibatkan kompetisi identitas, bukan 
semata pertarungan gagasan atau program. 
Studi oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy 
(2003) menunjukkan bahwa dalam 
masyarakat dengan struktur kekerabatan 
yang kuat, kontestasi politik lokal 
cenderung dibentuk oleh primordial ties 
seperti klan, suku, atau agama yang 
mempengaruhi preferensi elektoral. Di 
dalam konteks ini, Pilkades menjadi ajang 
kontestasi politik yang tidak jarang 
mencerminkan dinamika kekuasaan, 
loyalitas sosial, dan preferensi ideologis 
warga di tingkat akar rumput (Antlöv, 2005; 
Vel, Zakaria, & Bedner, 2017).  

Salah satu fenomena penting 
yang muncul dalam Pilkades di 

berbagai daerah Indonesia adalah 
menguatnya politik identitas, terutama 
dalam bentuk pertarungan genealogis, 
etnisitas, afiliasi klan, serta simbol-
simbol adat lokal yang masih hidup 
kuat dalam struktur masyarakat 
pedesaan. . Studi tentang Pilkades di 
berbagai daerah menunjukkan bahwa 
identitas suku, agama, dan hubungan 
genealogis sering kali menjadi dasar 
pembentukan dukungan politik warga. 
Di Toraja, misalnya, pemilihan kepala 
desa masih dipengaruhi oleh sistem 
tongkonan (rumah adat/klan), di mana 
hanya klan tertentu yang dapat 
mencalonkan pemimpin (Darmadi, 
2020). Di wilayah Minangkabau, status 
dalam sistem kaum dan relasi adat juga 
menentukan siapa yang didukung 
dalam kontestasi lokal (Nusyirwan, 
2018). Hal serupa ditemukan dalam 
Pilkades di Papua dan Kalimantan, di 
mana relasi etnis dan migrasi 
membentuk garis demarkasi sosial-
politik dalam pemilihan (Sawitri, 2021; 
Telle, 2019). Sedangkan di dalam 
konteks desa-desa di kawasan timur 
Indonesia, seperti di Nusa Tenggara 
Timur (NTT), struktur sosial adat 
seperti suku, klan (uma), dan marga 
memainkan peran penting dalam 
mengorganisasi kehidupan sosial, 
termasuk dalam pembentukan dan 
legitimasi kekuasaan lokal (Vel & 
Bedner, 2015).  
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Namun, dalam beberapa tahun 
terakhir, terjadi pergeseran pola 
pemilihan dari orientasi kultural-
tradisional menuju orientasi yang lebih 
fungsional, representasional, dan 
bahkan transformatif. Pergeseran ini 
memperlihatkan bagaimana 
masyarakat desa semakin terbuka 
terhadap figur pemimpin yang tidak 
berasal dari klan dominan, tetapi 
memiliki legitimasi berbasis 
pengabdian, program kerja yang 
menyentuh kebutuhan, serta 
keterlibatan sosial aktif. Fenomena 
inilah yang menjadi fokus utama dalam 
Kajian tentang Pilkades Tohe Leten, 
sebuah desa di Kecamatan Raihat, 
Kabupaten Belu, NTT. 

Berangkat dari itu, kajian ini 
melalui pendekatan hegemonik kultural 
dari Antonio Gramsci, yang 
menekankan bahwa kekuasaan tidak 
hanya ditegakkan melalui dominasi, 
tetapi juga melalui persetujuan aktif 
dari masyarakat terhadap representasi 
baru yang dianggap lebih relevan. 
Kemenangan figur seperti Wilhelmus 
dapat dilihat sebagai bentuk dari 
"hegemoni alternatif", yakni 
kemampuan menciptakan blok historis 
baru yang menyatukan berbagai 
kelompok sosial dalam dukungan yang 
transformatif (Gramsci, 1971). Di dalam 
kerangka ini, identitas bukan entitas 
tetap, tetapi proses artikulasi sosial, 
sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall 
(1996), bahwa identitas dibentuk dalam 
relasi sosial yang berubah-ubah, bukan 
warisan esensial. 

METODE  

Kajian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan desain 
studi kasus (case study) untuk 
memahami secara mendalam fenomena 

politik identitas dan polarisasi sosial 
dalam Pilkades Tohe Leten, Kabupaten 
Belu. Pendekatan kualitatif dipilih 
karena karakteristiknya yang mampu 
menangkap makna, pengalaman, dan 
dinamika sosial yang kompleks dalam 
konteks lokal, serta memungkinkan 
eksplorasi proses representasi identitas 
dan relasi kekuasaan secara kontekstual 
(Creswell, 2013).  

Secara umum lokasi desa Tohe 
Leten merupakan salah satu desa yang 
terletak di Kecamatan 
Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. Luas wilayah Desa 
Tohe Leten adalah 15,34 km2. Persentase 
luas wilayahnya terhadap luas wilayah 
Kecamatan Raihat adalah 17,60%. Jarak 
dari Desa Tohe Leten ke ibu 
kota Kecamatan Raihat adalah 18 km. 
Sedangkan jarak dari Desa Tohe Leten 
ke ibu kota Kabupaten Belu adalah 
36 km. Wilayah Desa Tohe Leten terbagi 
menjadi 4 rukun warga dan 8 rukun 
tetangga (Wikipedia, 2025) 

 

Gambar Peta Desa Tohe Leten 

(Google Maps, 2025) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Politik Identitas dan Kekerabatan 
Lokal Desa Tohe Leten 

Politik identitas mengacu pada 
proses di mana identitas sosial  seperti 
etnisitas, agama, adat, atau kekerabatan  

dijadikan alat untuk membentuk basis 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Raihat,_Belu
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Raihat,_Belu
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belu
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun_warga
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun_tetangga
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun_tetangga
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dukungan politik. Identitas tidak sekadar 

bersifat kultural, melainkan juga 

dimobilisasi secara strategis dalam arena 

politik untuk mendapatkan legitimasi dan 

kekuasaan (Eriksen, 2010; Horowitz, 1985). 

Politik identitas merupakan strategi 

mobilisasi politik berbasis kategori 
identitas sosial seperti etnisitas, agama, 
adat, bahasa, hingga afiliasi 
kekerabatan. Stuart Hall (1996) sendiri 
memandang bahwa identitas sebagai 
konstruksi yang terus berubah dan 
menjadi medan kontestasi makna.  

Menurut Antlöv (2003), sejak era 
reformasi dan diberlakukannya 
otonomi desa, pemilihan kepala desa 
menjadi lebih kompetitif dan terbuka, 
namun juga menimbulkan 
kecenderungan baru: mobilisasi 
dukungan berbasis afiliasi identitas 
lokal. Di dalam praktiknya, masyarakat 
cenderung memilih calon yang berasal 
dari kelompok sosial yang sama atau 
dekat secara relasional. Hal ini disebut 
Antlöv sebagai bentuk "vote of 
belonging", bukan "vote of performance".  

Kajian yang ditulis oleh Benu, F. 
L. yang berjudul Politik dan Budaya Lokal: 
Studi Tentang Konflik dan Integrasi dalam 
Proses Demokratisasi di Kabupaten Belu, 
NTT (2010) menguraikan karakter 
demografis masyarakat Belu sebagian 
besar memiliki komposisi sosial dan 
budaya yang sangat khas, yang 
dibentuk oleh keragaman etnis lokal, 
warisan adat-istiadat, serta pengaruh 
kolonialisme dan misi Katolik sejak 
awal abad ke-20. Wilayah ini dihuni 
oleh masyarakat yang tergolong dalam 
rumpun etnis Atoni Pah Meto (Dawan) 
dan beberapa subetnis Timor lainnya. 
Bahasa daerah utama adalah Uab Meto 
atau Dawan, yang menjadi identitas 
linguistik kuat bagi masyarakat 
setempat.  

Struktur adat seperti Tohe Leten 
di Kabupaten Belu, identitas bukan 
sekadar atribut personal, melainkan 
bagian dari sistem sosial yang mengatur 
status, relasi, dan legitimasi kekuasaan. 
Meskipun mayoritas masyarakat Belu 
adalah pemeluk agama Katolik, praktik 
keagamaan mereka sering kali disertai 
unsur-unsur budaya lokal. Upacara 
misa syukur, perkawinan, dan kematian 
kerap dilaksanakan berdampingan 
dengan ritus adat. Ini menunjukkan 
adanya proses sinkretisme antara 
agama resmi dan nilai-nilai tradisional 
(Sri Martha, 2020).  

Tabel Identitas Sosial Politik 
Uma di Desa Tohe Leten 

N
o. 

Nama 
Uma / 
Suku 

Etni
s 

Status 
Sosial 
Adat 

Basis 
Dukung

an 
Sosial-
Politik 

Keterang
an 

1 
Uma 
Metan 
Tohe 

Tet
un 

Uma 
tertua 
/ 
Leluhu
r 
pendiri 
kampu
ng 

Basis 
suara 
kuat di 
dusun 
pusat; 
pengaru
h antar 
uma 

Pengend
ali narasi 
asal-usul; 
sering 
mencalo
nkan 
figur 
kepala 
desa 

2 
Uma 
Alin 
Dasi 

Tet
un 

Saudar
a tua 
Uma 
Metan 

Koalisi 
tradision
al 
dengan 
Uma 
Metan 

Pemegan
g 
stabilitas 
adat; 
penyeim
bang 
konflik 
intra-
uma 

3 
Uma 
Maneha
t 

Tet
un 

Klan 
muda 
/ 
ekspan
sif 

Didomin
asi 
generasi 
muda; 
kuat di 
pinggira
n 

Menanta
ng 
dominasi 
klan tua 
dalam 
Pilkades; 
kampany
e berbasis 
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N
o. 

Nama 
Uma / 
Suku 

Etni
s 

Status 
Sosial 
Adat 

Basis 
Dukung

an 
Sosial-
Politik 

Keterang
an 

pembaru
an 

4 
Uma 
Teskatar 

Tet
un 

Pendat
ang 
lama; 
klan 
menen
gah 

Dukung
an 
situasion
al; 
mudah 
digerakk
an 

Tidak 
dominan, 
tapi 
signifika
n sebagai 
basis 
suara 
koalisi 

5 
Uma 
Leon 

Tet
un 

Aliansi 
antar 
klan 
kecil 

Suara 
fleksibel, 
tergantu
ng 
dinamik
a politik 
lokal 

Sering 
jadi 
kingmak
er dalam 
Pilkades 
kompetit
if 

6 

Uma 
Manesa
nulu 
Dato 
Mane 

Tet
un 

Pengel
ola 
ritus 
adat 
(Sau 
Niki) 

Loyalis 
adat; 
dipengar
uhi restu 
leluhur 

Memiliki 
otoritas 
spiritual 
tinggi; 
dapat 
menentu
kan 
moralitas 
kandidat 

7 
Komuni
tas 
Bunak 

Bun
ak 

Minori
tas 
etnis; 
non-
uma 

Fragmen
tasi 
suara; 
diperebu
tkan oleh 
semua 
pihak 

Tidak 
mencalo
nkan; 
tapi 
suara 
dapat 
jadi 
penentu 
dalam 
kontestas
i ketat 

 

Nilai-nilai adat di Tohe Leten, 
seperti prinsip penghormatan terhadap 
leluhur, posisi genealogis dalam 
struktur masyarakat, dan relasi tanah-
warisan berperan penting dalam 

membentuk peta kekuasaan lokal. Adat 
menjadi sumber otoritas simbolik yang 

menentukan siapa yang dianggap “

berhak” memimpin. Calon kepala desa 
yang berasal dari marga pemilik tanah 

(na’i udu) atau yang memiliki garis 
keturunan kepala suku sebelumnya 
sering kali dipandang lebih sah untuk 
mencalonkan diri. Tokoh adat dan 

sesepuh desa biasanya memberi “restu

” politik hanya kepada calon yang 
dianggap sejalan dengan tatanan sosial-
tradisional, karena kepemimpinan 
dilihat sebagai kelanjutan dari tanggung 
jawab adat, bukan sekadar jabatan 
administratif 

Konstalasi Politik Identitas dalam 

Pikades Tohe Leten 2019 

Kontestasi politik di desa Tohe 
Leten tidak bisa dilepaskan dari 
pengaruh struktur sosial berbasis klan 
(uma) dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat desa. Sistem uma 
merupakan sistem sosial tradisional 
yang mengatur identitas, hak atas tanah, 
posisi sosial, hingga relasi kuasa 
antarindividu dalam komunitas. Dalam 
kerangka ini, setiap individu 
diidentifikasi melalui asal-usul 
genealogis, yang menentukan peran 
sosial, hak berbicara dalam forum adat, 
serta legitimasi untuk menduduki posisi 
kepemimpinan, termasuk sebagai 
kepala desa. Menurut Molon (2015), 
dalam masyarakat Belu, posisi kepala 
desa secara historis sering kali dianggap 
sebagai perpanjangan dari otoritas klan, 
sehingga kandidat yang memiliki 
afiliasi dengan uma dominan lebih 
berpeluang mendapatkan dukungan 
karena diasosiasikan dengan 
kontinuitas simbolik dan struktur kuasa 
adat.  

Namun demikian, dinamika 
lokal menunjukkan bahwa struktur 
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tersebut kini mulai mengalami 
perubahan implikasi dengan nilai-nilai 
demokrasi modern, khususnya sejak 
diberlakukannya Undang-Undang Desa 
No. 6 Tahun 2014 yang memberikan 
otonomi lebih besar kepada desa untuk 
menyelenggarakan pemerintahan 
berdasarkan prinsip partisipatif, 
transparan, dan akuntabel. Dalam 
konteks ini, legitimasi klan masih tetap 
berpengaruh, tetapi tidak lagi menjadi 
satu-satunya sumber otoritas politik.  

Di dalam masyarakat adat Tohe 
Leten, kekuasaan tradisional secara 
historis melekat pada struktur 
genealogis yang diwariskan melalui 
klan (uma), garis keturunan ayah, dan 
afiliasi etnis. Pemimpin adat atau kepala 
desa pada masa lalu dipilih berdasarkan 

siapa yang “punya darah” (memiliki 
garis keturunan sah), bukan semata-
mata karena kemampuan memimpin. 
Namun dalam konteks Pilkades Tohe 
Leten 2019, terjadi pergeseran bentuk 
legitimasi politik: dari sistem berbasis 
darah dan klan menuju model 
kepemimpinan yang lebih inklusif dan 
terbuka terhadap figur di luar struktur 
genealogis dominan. In 

Hasil Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades) Tohe Leten tahun 2019 
menjadi bukti konkret adanya 
pergeseran pola legitimasi politik di 
tingkat lokal, dari yang semula berbasis 
genealogis dan struktur adat (uma), 
menuju bentuk legitimasi yang lebih 
bersifat representatif-fungsional. Dari 
tiga calon yang bertarung dalam 
kontestasi tersebut, Wilhelmus Bau 
keluar sebagai pemenang dengan 
perolehan suara 183 suara sah, 
mengungguli dua pesaingnya: 
inkamben Yonas Engelbert Talok yang 
memperoleh 143 suara, dan kandidat 
ketiga Eustakeus yang hanya meraih 46 
suara. Wilhelmus Bau adalah sosok 

yang secara genealogis berada di luar 
struktur dominan uma Tetun di Tohe 
Leten. Ia berasal dari etnis Bunak, yang 
secara historis dianggap sebagai 
kelompok minoritas di kawasan 
tersebut. Namun ia memenangkan 
pemilihan secara signifikan. Di dalam 
sistem adat Tohe Leten yang biasanya 
berputar dalam lingkaran klan Tetun 
(terutama klan seperti Uma Metan, Uma 
Teskatar, atau Uma Manehat), 
kemenangan Wilhelmus mencerminkan 
pergeseran struktur dominasi sosial dari 
basis kekerabatan genealogis ke arah 
dukungan sosial-lintas komunitas. 
Keterpilihannya bukan hanya anomali, 
tetapi menandai retakan hegemoni 
tradisional. Ia membangun dukungan 
dari kelompok-kelompok pinggiran, 
seperti masyarakat non-uma, warga 
pendatang, dan kelompok muda yang 
mulai mempertanyakan monopoli 
politik klan adat.  

Di dalam hal ini terbukti dalam 
Pilkades Tohe Leten 2019, di mana 
kandidat dari uma yang bukan dominan 
secara adat mampu meraih 
kemenangan dengan mengandalkan 
citra sosial, program kerja, dan 
dukungan lintas uma serta generasi 
muda. Perubahan ini mencerminkan 
terjadinya pergeseran hegemoni 
kultural dalam politik desa, di mana 
warga mulai mengembangkan logika 
politik yang lebih fungsional ketimbang 
semata-mata simbolik. Keputusan 
politik kini tidak hanya dilandasi oleh 
kedekatan genealogis, tetapi juga oleh 
pertimbangan rasional tentang manfaat 
langsung dari kepemimpinan yang 
ditawarkan, seperti akses ke bantuan 
sosial, program pembangunan, dan 
gaya kepemimpinan yang inklusif 
(Aspinall & Sukmajati, 2016). Selain itu, 
munculnya kelas muda terdidik, 
peningkatan mobilitas sosial, serta 
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penetrasi teknologi komunikasi turut 
mempercepat proses detribalisasi 
pilihan politik, di mana orientasi 
terhadap kepentingan pragmatis 
semakin menggeser dominasi norma 
adat.  

 

 

Gambar Foto Suasana Penghitungan 
Suara Pilkades Tohe Leten Tahun 2019 ( Sumber, 
Dinas Kominfo Belu, 2019) 

 

Temuan ini memperkuat 
argumen bahwa legitimasi politik di 
Tohe Leten telah bergeser dari pola 
genealogis yang bersifat eksklusif ke 
arah basis legitimasi sosial yang lebih 
inklusif dan fungsional, sebagaimana 
dijelaskan oleh Carsten (2004) dan Fox 
(2006), bahwa kekerabatan tidak semata 
berbasis darah, tetapi juga dapat 
dibentuk melalui praktik sosial bersama 
dan solidaritas kolektif. Dalam 
kerangka hegemoni Gramscian, 
kemenangan Wilhelmus menunjukkan 
adanya konsensus sosial baru yang 
terbentuk dari artikulasi program 
konkret, empati sosial, dan partisipasi 
aktif dalam komunitas (Gramsci, 1971). 
Sebagaimana uraian teori hegemoni 
Antonio Gramsci (1971) menyatakan 
bahwa kekuasaan tidak hanya 
dipertahankan oleh dominasi 
struktural, tetapi juga melalui 
persetujuan aktif (active consent) dari 
masyarakat, yang diberikan kepada 
mereka yang mampu mewakili nilai dan 
harapan bersama. Di dalam konteks 
Tohe Leten, dominasi klan sebagai 

bentuk kekuasaan tradisional telah 
digeser secara damai dan simbolik oleh 
figur yang mendapatkan kepercayaan 
melalui kerja sosial dan janji politik 
yang inklusif. Persetujuan warga 
terhadap kandidat seperti Wilhelmus 
Bau menjadi bentuk hegemoni baru 
yang tidak berbasis dominasi, tetapi 
berbasis representasi aktif. Ini 
membuktikan bahwa masyarakat desa 
tidak pasif secara politik, melainkan 
melakukan artikulasi ulang terhadap 
nilai-nilai identitas dan kepemimpinan 
sesuai kebutuhan zaman. 

Lebih jauh, dinamika ini juga bisa 

dibaca melalui lensa teori identitas dari 

Stuart Hall (1996), yang menolak gagasan 

identitas sebagai sesuatu yang esensial dan 

tetap. Hall menekankan bahwa identitas 

adalah proses representasi, yang dibentuk 

dalam ruang diskursif yang selalu berubah 

dan bergantung pada konteks historis serta 

posisi sosial. Identitas politik warga Tohe 

Leten tidak lagi bersifat statis dan 

primordial, tetapi mengalami proses 

konstruksi ulang berdasarkan pengalaman 

hidup, akses informasi, dan interaksi lintas 

uma maupun generasi. Dengan demikian, 

Pilkades 2019 memperlihatkan bagaimana 

identitas sosial-politik di desa dapat bersifat 

cair, kontekstual, dan dinamis. Warga tidak 

lagi memilih hanya berdasarkan garis darah, 

tetapi berdasarkan persepsi terhadap siapa 

yang paling mampu mengartikulasikan 

aspirasi kolektif mereka. Ini merupakan 

bentuk dari pendalaman demokrasi lokal, di 

mana rakyat menjadi aktor aktif dalam 

menentukan arah perubahan sosial, bukan 

hanya penerima warisan budaya politik masa 

lalu. 

Selain itu, perubahan pola pikir 

warga sangat dipengaruhi oleh pengalaman 

keseharian dalam menghadapi problem 

ekonomi, akses terhadap layanan sosial, dan 

realitas pemerintahan desa. Janji 

pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) oleh Wilhelmus serta narasi 
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keberpihakan kepada masyarakat miskin 

menjadi daya tarik elektoral yang besar. 

Warga tidak hanya mencari pemimpin yang 

dekat secara budaya, tetapi juga yang 

dianggap mampu memperjuangkan 

kebutuhan nyata mereka.Faktor seperti 

bantuan sosial tunai, program desa, serta 

kemampuan komunikasi antar-kelompok 

menjadi aspek penting dalam redefinisi 

kepemimpinan desa. 

Penetrasi teknologi komunikasi 

seperti HP, WhatsApp, dan mobilitas sosial 

perantau turut mendorong terbentuknya 

jaringan informasi baru yang lebih cepat, 

terbuka, dan tidak lagi dikendalikan 

sepenuhnya oleh elite adat atau aparat desa. 

Komunikasi politik tidak lagi berlangsung 

eksklusif dalam ruang adat, tetapi dalam 

ruang digital dan perbincangan horizontal. 

Dengan demikian, terjadi re-artikulasi 

hegemoni, sebagaimana dirumuskan 

Gramsci, bahwa kekuasaan baru tidak hanya 

didapat lewat dominasi, tetapi juga lewat 

persetujuan aktif masyarakat terhadap figur 

alternatif yang dianggap lebih relevan dan 

akomodatif terhadap kondisi sosial 

kontemporer. Dalam konteks ini, identitas 

politik berubah dari yang bersifat primordial 

menjadi lebih strategis.  

 
PENUTUP 

Simpulan 

Hasil Pilkades 2019 di Desa Tohe 
Leten memberikan gambaran nyata 
bahwa masyarakat desa tengah 
mengalami transisi sosial-politik yang 
signifikan. Struktur adat dan 
genealogis, yang selama ini menjadi 
fondasi utama dalam penentuan 
kepemimpinan lokal, masih eksis dalam 
kesadaran kolektif, tetapi telah 
mengalami proses negosiasi ulang oleh 
kekuatan sosial baru yang bersumber 
dari pengalaman hidup bersama, 
kebutuhan ekonomi, serta rasionalitas 

politik warga. Fenomena ini 
mencerminkan rekonstruksi legitimasi 
kekuasaan, dari yang berbasis pada 
warisan genealogis (hereditary 
legitimacy) menuju bentuk legitimasi 
yang lebih representatif dan sosial 
fungsional. Warga tidak lagi secara 
otomatis memihak calon dari klan 
dominan, melainkan 
mempertimbangkan keterlibatan sosial, 
empati, serta kemampuan 
menyuarakan kebutuhan konkret 
masyarakat.  

Temuan utama menunjukkan bahwa 

politik identitas di Tohe Leten bersifat 

dinamis, tidak lagi semata-mata ditentukan 

oleh garis keturunan atau keanggotaan 

dalam struktur adat (uma). Meski genealogis 

masih menjadi acuan identitas dasar, praktik 

politik dalam Pilkades 2019 memperlihatkan 

bahwa faktor program kerja, kedekatan 

sosial, dan representasi kepemimpinan 

inklusif memiliki peran signifikan dalam 

pembentukan pilihan politik. Kemenangan 

Wilhelmus Bau, seorang kandidat dengan 

afiliasi suku minoritas Bunak dan genealogis 

yang tidak dominan secara adat, menjadi 

bukti adanya pergeseran dari legitimasi 

berbasis darah ke legitimasi representatif-

fungsional. Dukungan terhadapnya dibentuk 

melalui kerja sosial, citra inklusif, serta 

janji-janji ekonomi langsung yang 

membentuk koalisi baru lintas uma dan 

lintas generasi. 

Saran 

Kajian ini membuka peluang untuk studi 

lanjutan mengenai relasi antara identitas, 

bantuan sosial, dan reproduksi kekuasaan di 

tingkat desa. Akan sangat penting untuk 

menganalisis apakah demokratisasi yang 

sedang terjadi bersifat substansial atau hanya 

reproduksi dari struktur patron-klien lama 

dalam wujud baru. Penelitian lebih lanjut 

juga perlu mengamati dinamika pasca-

kemenangan: apakah pemerintahan baru 
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berhasil menciptakan pemerataan, atau 

justru memperkuat segmentasi. 
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